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K A TA  PENGANTAR

A lhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Y ang Maha

Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan

Rencana K erja ( Renja ) Inspektorat Tahun 2018 ini dapit diselesaikan.

Dokumen Rencana K erja Inspektorat merupakan Dokumen Perencana K egiatan

Bidang Pengawasan Tahunan, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan

kemampuan organisasi, sebagaimana Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk Tahun 2018, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun

2018.

K ami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana K erja ini, untuk itu

kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Sedangkarrkeberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana K erja ( RENJ A ) akan

sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung

terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk

ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. A khirnya

kami berharap semoga Rencana K erja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya

bagi Inspektorat.

Temanggung,    J uni 2017

insr̂ ktur

kabupatei/AcEmanggung
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Perencanaan K inerja Tahun 2018 Inspektorat ini merupakan suatu tahapan

operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2013-2018 Inspektorat K abupaten

Temanggung, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana

K erja Tahun 2018 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah

direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain

itu dengan disusunnya Rencana K erja diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi

sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana

telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi

penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu

ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1.   L atar Belakang

Penyusunan Rencana K erja Inspektorat Tahun 2018 ini merupakan

proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana

Strategis Inspektorat periode 2013-2018. A dapun hasil dari proses ini adalah

berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat. Perencanaan kinerja ini

merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang

akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang

akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat

capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja

dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai

upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam
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Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 menentukan target yang realistis. Oleh

karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan K egiatan

yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang

telah ditetapkan, Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut

langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian

target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki

maupun yang diperlukan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah K abupaten

Temanggung bahwa Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Temanggung, mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah K abupaten Temanggung.

A lur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - OPD)

yang merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang diprasyaratkan

untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasai Perangkat

Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada

umumnya.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem

perencanaan daerah karena Renja-OPD adalah perencanaan pada unit

organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan

masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada tingkat yang iebih atas.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
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perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah maupun

tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana

Pembangunan J angka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJ MD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RK PD). Sebagaimana pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga

mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana K erja

(Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra

Perangkat Daerah dan mengacu pada RK PD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan A nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RA PBD),

Kebijakan Umum A nggaran (K UA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).

Rencana K erja Pembangunan Daerah ( RK PD ) K abupaten

Temanggung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan ..yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja - PD. Sesuai

amanat tersebut maka Inspektorat pada Tahun 2017 ini menyusun RENJA  yang

merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan wujud tindak

lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian V isi dan Misi Inspektorat.

Renja Inspektorat disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan

penyusunan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat

mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan

permasalahan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek :
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a.K ondisi, Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat;

b.Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya;

c.Hasil evaluasi pencapaian target program dan  kegiatan Renstra

Inspektorat;r'

d.Peraturan perundangan  yang  terkait dengan tugas  dan fungsi

Inspektorat;

e.Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.

2. Analisis gambaran Inspektorat.

Langkah-langkah untuk menganaiisa kinerja Inspektorat adalah:

a.Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja

Inspektorat sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.

b.Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis

kebutuhan, pada setiap jente indikator;*

c.Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam

Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun

rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;

d.Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan

perkiraan realisasi tahun berjaian berdasarkan APBD yang telah

disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;

e.Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun

rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan

dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun

rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Inspektorat.

3.  Mereview hasil  evaluasi  pelaksanaan  Renja Inspektorat  tahun lalu

berdasarkan Renstra Inspektorat.

Review hasil evaluasi mencakup :



a.Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

yang direncanakan;

b.Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

yang direncanakan;r;

c.Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang

direncanakan;

d.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program atau kegiatan tersebut;

e.Implikasi  yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Inspektorat dan kinerja Inspektorat;

f.K ebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Inspektorat dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai bertkut :

a.Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja

program;

b.E valuasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun

sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap

target kinerja Renstra Inspektorat;

c.Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan

dengan capaian kinerja program Renstra Inspektorat dan pencapaian visi

dan misi kepala daerah;

d.Identifikasikan  kebijakan  yang  diperlukan  untuk tahun  rencana

berdasarkan capaian kinerja Renstra Inspektorat sampai dengan tahun

berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu kegiatannya dan

bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.



4.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi • Inspektorat

berdasarkan  hasil  evaluasi  pelaksanaan  Renja  Inspektorat   tahun

sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat. Isu-isu penting yang

dimaksud mencakup:

a.Sejauh mana tingkat kinerja Inspektorat;

b.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Inspektorat;

c.Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian

program nasional, seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

d.Tantangan dan peluang dalam menirtgkatkan pelayanan Inspektorat;

- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang di rencanakan.

5.Telaahan terhadap rancangan awal RK PD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok

ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang

dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

a.Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam

rancangan awal RKPD;

b.Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan

yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RK PD dengan hasil

analisis kebutuhan.



c.  Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD

menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

6.Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

7.Perumusan kegiatan prioritas;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan

relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi

Inspektorat dalam pembangunan daerah.

8.Penyajian awal dokumen Renja Inspektorat

Penyusunan dokumen Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan

penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk

sebuah dokumen.

9.T elaahan K ebijakan Nasional.

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan

sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan

pembangunan daerah kabupaten, seperti Maturitas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP), Progran Peningkatan K ababilitas APIP dan

Reformasi Birokrasi.

10.Penyempurnaan Renja Inspektorat.

Penyempurnaan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan

masukan dari T im Penyusun Renja Inspektorat yang telah disinergikan

dengan musrenbang RKPD Kabupaten.

11.Penyesuaian dokumen Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum
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Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat

Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan

yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. L andasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana K erja (RENJ A) Inspektorat Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

J angka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan K edua Atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7.Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggraan Pemerintahan Daerah;

8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapanjatacara

Penyusunan,  Pengendalian  dan   Evaluasi   Pelaksanaan  Rencana

Pembangunan Daerah;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

J angka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

12.Peraturan Daerah Provinsi J awa Tengah Nomor 3 TahUh 2008 tentang

Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah Provinsi J awa Tengah

Tahun 2005-2025;

13.Peraturan Daerah Provinsi J awa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi J awa Tengah Tahun 2009-2029;

14.Peraturan Daerah Provinsi J awa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi J awa Tengah

Tahun 2013-2018;

15.Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah K abupaten Temanggung

•  Tahun 2005;    '

16.Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17.Peraturan daerah K abupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana tata Ruang Wilayah K abupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

18.Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2012 tentang

Pengelolaan K euangan Daerah;

19.Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan J angka Menengah K abupaten Temanggung Tahun

2013-2018;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah K abupaten Temanggung;

21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan K euangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
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K edua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Deaerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

1.3.  Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana K erja Inspektorat Tahun 2018 adalah sebagai

pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan

daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok

ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan

pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2018 adalah antara lain

sebagai berikut:    '.

1.Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan tugas pengawasan

Tahun 2018 secara umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan sesuai

dengan V isi, Misi, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;

2.Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun

waktu 1 tahun yaitu Tahun 2018;

3.Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing

program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2018;

4.Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan

kegiatan Inspektorat Tahun 2018;

5.Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas K inerja Instansi Inspektorat

Tahun 2018.
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1.4.  Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana K erja Inspektorat K abupaten Tahun 2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB   I   Pendahuluan! "

BAB   li   Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016

BAB  III  Tujuan, Sasaran, Program, Dan K egiatan Inspektorat Tahun 2018

BAB  IV   Penutup
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2.1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018, diperlukan adanya

evaluasi atas pelaksanaan Renja untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi

terhadap capaian Renja di Tahun 2014, 2015 dan 2016 serta evaluasi terhadap

proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2017.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja

Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2017 terhadap target di

Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Inspektorat Tahun

2013-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun

sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program'dan

kegiatan yang ada, yaitu:

1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat;

dan

BAB II

EVAL UASI PELAKSANAAN RENJ AINSPEK TORAT

TAHUN 2016
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6.  K ebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Tahun 2018 merupakan tahun kelima penjabaran

RPJ MD K abupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususnya yang dijabarkan

lebih lanjut melalui Rencana K erja Pemerintah Daerah (RK PD) Tahun 2018 dan

juga merupakan penjabaran tahun keempat Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018.

Salah satu upaya untuk mensejajarkan posisi dari pencapaian target dan

penetapan target di masing-masing RPJ MD adalah dengan melakukan konversi

hasil capaian target Renja Inspektorat Tahun 2014, 2015 dan tahun 2016

kedalam satuan yang digunakan pada Renja Tahun 2018. K onversi dan

penyesuaian juga dilakukan pada program yang digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2014, 2015 dan 2016. Dengan melakukan

konversi dan penyesuaian kegiatan maka review atau telaahan atas hasil evaluasi

pelaksanaan Renja • Inspektorat tahun sebelumnya dan realisasi Renstra

Inspektorat dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Inspektorat dan/atau realisasi A PBD. A dapun hasil evaluasi adalah sebagaimana

disajikan pada tabel berikut:
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100%

79,60%

260,00%

80,00%

81,33%

ll=(10/4)

Tingkat

Capaian

Reatfeasi

Taiget

Renstra s/d

tahun 2016

1

1.990

104

24.000

549

10=(5+7*9)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d ta

turn 2016

Perkiraan Realisasi Capaian

Taiget Renstra SKPD s/d tahun

2017

0

500

8

6.000

135

9

Target

program

dan

kegiatan

Tahun

2017

0

198%

1000%

100%

106,66%

8=(7/6)

T ingkat

Real

sasi(%)

0

990

80

6.000

144

7

Realisasi

Renja

SK PD

0

500

8

6.000

135

6

Taiget

Renja

SKPD

Tatget dan Realisasi K ineija Program

dan Kegetan Tahun 2016

1

500

16

12.000

270

5

Realisasi

Taiget K i

nerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

K egiatan

s/dde

ngan T a

hun 2015

1

2.500

40

30.000

675

4

T arget A khir

K inerja

Capaian

Program

(Renstra

SK PD)

Terselenggara nya pengadaan

Simwasda dan tetsedianya data

pengawasan yang akurat dan

akuntabel

Terselenggaranya kegiatan Geiar

Pengawasan Daerah/ •

penyelesaian tindak lanjut

Tersetenggaranya kegiatan Bintek dan

pembentukan Satgas SPIP

Terse^^nggaranya kegiatan

penyusunan L P2P dan L HK P N

Terselenggaranya kegiatan program

Ketja Pengawasan T ahunan

Prosent ase Pena nganan Hasil Te

muan Pemen'k saan

3

Indikator K ineija Program (outcomes)

Kegiatan (output)

Pengadaan, Pengolahan SIMWA SDA dan Unit

Pengendalian Resiko

Pelaksana an LAR  WA SDA/ penyelesai an tindak

lanjut

Pengendalian Manajeraen pelaksanaan Kebijakan K DH

Pengelolaan LP2P dan LHK PN

Pelaksanaan pengawasan internal secara betkala

Program Peningkatan Profesio nalismeT enaga Peme

riksa dan A paratur Pengawasan

e.

d.

c.

"•

a.

1.

Otonomi Daerah. Pemerintah

an Umum, A dministrasi K euangan, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

2

Urusan/Bidang Urusan Peme rintahan Daerah Dan Program/

K egiatan

1

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat dan

Pencapaian Renstra Inspektorat s.d Tahun 2016

Kabupaten Temanggung
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80%

80%

80%

80%

87,92 5

60 % dan

75%

120%

90%

80%

100%

11

48

48

48

48

211

30 dan 12

48

72

44

16

10

12

12

12

12

48

10 dan 4

8

16

11

4

9

100%

100%

100%

100%

139,58%

100%

300%

150%

100%

100%

8

12

12

12

12

67

10 dan 4

24

24

11

4

7

12

12

12

12

48

10 dan 4

8

16

11

4

6

24

24

24

24

96

20 dan 8

16

32

22

8

5

60

60

60

60

240

50 dan 16

40

80

55

16

4

Terselenggaranya jasa

pemeliharaan kebersihan kantor

Terselenggaranya jasa

pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/ operasional

T erselenggaranya pelayanan jasa

peralatan dan pedengkapan kantor

Tersele nggaranya pelayanan jasa

peralatan dan perfengkapan kantor

Prosentase anggaran

Penatasahaan SK PD terhadap

total belanja langsung SK PD

dalam ffsatujtahun

Terselengaranya kegiatan

Penilaian Mandiri Peiaksanaan

Reformasi Birokrasi

Tersedianya dokumen obyek

pemeriksaan dan koordinasi

penqawasan antarAPIP

Tersele nggara nya kegi atan

pendam pingan Review L aporan

K euangan, review R KA dan

Evaluasi L akip

Terselenggara nya kegiatan

E valuasi LAK IP SK PD

Tersele nggara nya peni laian

anqka kredit dan Sertifika si J FA

Tedaksananya peningkatan SDM

melalui Bintek, sosialisasi dan

pelatihan

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa pemelibaraan dan perijinnan kenda

raan dinas / operasional

Penyediaan jasa Per alatan dan pertengkapan kanlor

Penyediaan jasa surat menyurat

Program Pelayanan Administrasi Perkan toran

Penilaian Mandiri Peiaksanaan Reformasi Birokrasi

Penyusunan Program K erja Pengawasan Tahunan

(PK PT) dan koordinasi pengawasan

Review dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan

Penyusunan L aporan Capaian K ineija dan Ikhtisar

realisasi K inerja SK PD

Program Penataan dan Penyempumaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penilaian Angka K reditdan Sertifkasi J FA

Peningkatan sumber daya aparatur pengawas

d.

c.

b.

a.

3.

d.

c.

b.

a.

2

9<

f

21
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65,63%

80

80

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

11

63

20

20

48

48

48

48

48

48

48

48

48

10

0

5

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

9

96,88%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

31

5

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

7

32

5

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6

32

10

10

24

24

24

24

24

24

24

24

24

5

96

25

25

60

60

60

60

60

60

60

60

60

4

Teriaksananya pe ngadaan

pakaian khusus hari-hari tertentu

Tedaksananya pengadaan per

lengkapan Gedung kantor

Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan

daerah dan pelaporan {  Ren ja ,

PK , L akip, L PPD, Data base

pelaporan)

Terselenggaranya penyelesaian

tugas diluar jam dinas

Tersele nggara nya koor dinasi

dan pe nyeiesai an tugas

Terselenggaranya konsultasi & •

koord ke BPK P &  Inspekto rat prov

Terselenggaranya    penyediaan

kebutuhan makanan dan minuman

Tersele  nggaranya  penyediaan

bahan bacaan dan perundang-

undanqan

Terselenggaranya penyediaan

peralatan rumah tangga

Terselenggaranya penyediaan

komponen instaiasi listrik

/banqunan kantor

Terselenggaranya penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya penyediaan

kebutuh an A T K

3

Pengadaan pakaian khusus had - had tertentu

Pengadaan periengkapan gedung kantor

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

SK PD

J asa pelayanan perkantoran

Rapat - rapat koordinasi dan K onsultasi Dalam

Daerah

Rapat - rapat koor dinasi dan K onsultasi Keluar

Daerah

Penyediaan makan an dan minuman

Penyediaan bahan bacaan dan perundang -

undangan

Penyediaan peralat an mmah tangga

Penyediaan kompo nen instalasi l istnk / penerangan

bangunan kantor

Penyediaan barang cetakan dan peng gandaan

Penyediaan alattulis kantor

p.

0.

n.

m.

1.

k.

i.

i .

h.

g

f.

e.

21



Capaian program kegiatan:

•K egiatan Penyediaan jasa surat menyurat tercapai 100%

,,,,,1,    *•.        *K egiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

,    ̂r   V  idinas / operasional tercapai 100%

•K egiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 100%

"'   •K egiatan Penyediaan alattulis kantor tercapai 100%

•         iJ ~'̂  ^' •K egiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai

:̂( { '̂-100%

•K egiatan  Penyediaan  komponen  instalasi  listrik/   penerangan

-..j. .̂ it,   bangunan kantor tercapai 100%

•K egiatan Penyediaan peraiatan rumah tangga tercapai 100%

•K egiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

tercapai 100%

•K egiatan Penyediaan makanan dan minuman tercapai 100%

•K egiatan Rapat - rapat koordinasi dan K onsultasi K eluar Daerah

tercapai 100%

•K egiatan Rapat - rapat koordinasi dan K onsultasi Dalam Daerah

tercapai 100%

•K egiatan J asa pelayanan perkantoran tercapai 100%

17

Dari Tabel 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun

2016 belum semua program maupun kegiatan dapat mencapai target yang

tercantum pada Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018. Secara lebih rinci maka

program dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut dalam

beberapa klasifikasi sebagai berikut:v

1. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 dan Tahun 2015 untuk semua

program/kegiatan telah memenuhi target kinerja , sedangkan tahun 2016

terdapat-pregfam^^egiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu :



•K egiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tercapai

100%

b.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana K antor

Capaian program kegiatan:

•K egiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung K antor teifcapai 100%

•K egiatan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor tercapai

100%

c.Program Penataan dan Penyempurnaan K ebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan:

Capaian program kegiatan:

•Penilaian A ngka K redit dan Sertifikasi J abatan Fungsionai A uditor

(J FA ) tercapai 100%

•Penyusunan Program K erja Pengawasan Tahunan (PKPT) tercapai

100%:

" •  Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) tercapai 100%

d.Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Capaian program kegiatan:

•Pengelolaan L P2P dan L HK PN tercapai 100%

•Pengolahan Data Simwasda tercapai 100%

•Peningkatan Sumber Daya A paratur Pengawas tercapai 100%

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target (lebih dari 100 %)

a.  Pfegram êningkatan-Profesienaiismê enagaPerneirikaa dan Aparatur

Pengawasan:

Capaian program kegiatan:

•Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan K DH tercapai

1.000%

•Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala tercapai 106,66 %

18
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•Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

tercapai 300 %

•Pelaksanaan LARWA SDA/penyelesaian tindak lanjut tercapai 198 %

•Penyusunan L aporan Capaian K inerja dan Ikhtisar realisasi K inerja

SK PD tercapai 150%

b.  Program Penataan dan Penyempurnaan K ebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan:

Capaian program kegiatan:

•Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tercapai 139,58 %

3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, yaitu :

,/ a. 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian program kegiatan:

ijj) •  •" Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu tercapai 96,88 %

^
P Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

a.Pembelian barang/seragam disesuaikan dengan jumlah pegawai, capaian

96,88 %, Anggaran yang dialokasikan untuk pembelian 32 potong

seragam dibelanjakan sesuai dengan jumlah pegawai yaitu 31 orang

b.K urangnya jumlah personil, berdasarkan hasil dari penilaian BPK P

Perwakilan Provinsi J awa Tengah untuk jumlah Auditor +/- 45 orang, untuk

mengampu terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang ada;

0 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat :

a. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan

dikarenakan kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana pendukung

yang ada.



6, K ebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.:

a. Untuk target capaian yang belum dapat dicapai sampai dengan tahun

berjalan ini maka diperlukan upaya percepatan di tahun selanjutnya

dengan didukung dengan jumlah personil, SDM dan sarana dan prasarana

yang mencukupi;

Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Inspektorat

K abupaten  Temanggung  mengambil  kebijakan  pembangunan  untuk

menanggulangi penyalahgunaan kewenangan dan bentuk praktek-praktek

K K N yang meliputi :

a. K ebijakan Internal

1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan

2). Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

3). Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif di OPD

4). Membangun komitmen dengan seluruh stakeholder pengawasan

b. Kebijakan Eksternal•

1). Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat sebagai bentuk komitmen

hasil pengawasan masyarakat

2). Membentuk Satgas SPIP di Kabupaten Temanggung

3). Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan Inspektorat Provinsi

dan Apip lainnya.

4). Meningkatkan koordinasi dengan OPD di tingkat K abupaten

2.2.  Analisis K inerja Inspektorat

Inspektorat sebagai L embaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah K abupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah K abupaten Temanggung bahwa Inspektorat dan

Organisasi Perangkat Daerah K abupaten Temanggung, mempunyai mandat

organisasi untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintah  di  daerah,  pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan

20



pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan

Pemerintah K abupaten Temanggung, yang mempunyai mandat organisasi untuk

melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pelaksanaan urusan pemerintah K abupaten Temanggung, sebagaimana

dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Inspektorat K abupaten

Temanggung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang di pimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari

Sekretaris Daerah. Dalam meiaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh

Inspektur Pembantu I, ll,lll dan IV  bersama K elompok J abatan Fungsional untuk

melakukan pelaksanaan pengawasan, secara administrasi perkantoran dibantu

oleh Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian

Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan serta Subbagian Administrasi

dan Umum. Selanjfltnya untuk mewujudkan administrasr pemerintahan yang

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan, maka

pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dengan titik berat pada

upaya yang sungguh-sungguh dalam penanggulangan K K N, sehingga tercipta

tata pemerintahan yang mampu menjadi public goods and public service sesuai

dengan harapan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Temanggung, Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa Inspektorat K abupaten

Temanggung mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sedangkan

fungsinya sebagai berikut:
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^

a.Perencanaan Program Pengawasan;

b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c.Pemeriksaan,   pengusutan,    pengujian   dan   penilaian    tugas

pengawasan;

d.Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;r

e.Penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat dan;

f.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Struktur organisasi Inspektorat K abupaten Temanggung terdiri dari:

a.1 (satu) orang Inspektur (eselon II b).

b.1 (satu) orang Sekretaris ( eselon III a) yang membawahi 3 orang Sub

Bagian, yaitu:

I- Sub Bagian Perencanaan (eselon IV  a)

I- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (eselon IV  a):

-Sub Bagian A dministrasi dan Umum (eselon IV  a)

c.4 (empat) orang Inspektur Pembantu (eselon III a), adalah:

-Inspektur Pembantu I

-Inspektur Pembantu II

-Inspektur Pembantu III

-Inspektur Pembantu IV

d.9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Auditor terdiri dari :

1). 5 (lima) orang sebagai A uditor Muda

3). 1 (satu) orang sebagai Auditor Pertama

4). 2 (dua) orang sebagai Auditor Penyelia

5). 1 (satu) orang sebagai Auditor Pelaksana

e.13 (tigabelas) orang staf.
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mmUMWM

K ET

31 orang

12 orang

8 orang

4 orang

5 orang

1  orang

1  orang

J UML A H PEGA WA I

J umlah

f.   S-2

e. S-1 dan D- IV

d. Sarjana Muda (D-IM)

c. SMA

b. SMP

a. SD

K ualifikasi Pendidikan:

K ondisi pegawai berdasarkan.

URA IA N

1

I No

Untuk menjalankan tû jas dan fungsi Inspektorat maka dibutuhkan

dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang

memadai. K ondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di

Inspektorat dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel

K ondisi Sumber Daya Manusia

Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun 2016

Inspektur

Pembantu IV

Inspektur

Pembantu III

Inspektur

Pembantu II

Inspektur

Pembantu I

Sub Bagian

Administrasi &

Umum

Sub Bagian

Evaluasi dan

Pelaporan

Sub Bagian

Perencanaan

Sekretariat

K elompok

J abatan

Fungsional

Inspektur

Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana diuraikan di atas dapat

digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

GA MBAR BA GA N ORGA NISASI

INSPEK TORAT  K A BUPATEN TEMA NGGUNG
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Baik

Baik

Nihil

Nihil

Keterangan

buah

buah

gedung

bidang

Satuan

WMMS

253

13

0

0.

Jumlah

mm

Alat-alat perkantoran

Alat-alat angkutan

Gedung

Tanah

J enis Sarpras

d.

c.

b.

a.

No

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Inspektorat belum didukung

dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika.dilihat

dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa

38,7 % personil di Inspektorat telah berpendidikan S2.

A dapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat dapat

digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel

K ondisi Sarana dan Prasarana

Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun 2016

31 orang

1 orang

5 orang

3 orang

9 orang

13 orang

31 orang

1  orang

9  orang

13 orang

8 orang

J umlah

J abatan

a. Eselon II

b. Eselon III

c. Eselon IV

d. Eselon V

e. J abatan Fungsional

f. J abatan Fungsional Umum

J umlah

Pangkat / Golongan

a. Goll

b. Golll

c. Gollll

d. GollV

3

2
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Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan

belum cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat.

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan

sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci

pokok bagi pencapaian target kinerja Inspektorat baik yang tertuang dalam

Renstra Inspektorat Tahun 2013-2018 maupun didalam Renja Inspektorat Tahun

2018.

A dapun indikator pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2013-2018 dapat

dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Rusak

Baik

.: Baik

Baik

K eterangan

buah

buah •

buah

buah

Satuan

16

419

178

0

J umlah

Asset lainnya

Ekstrakomtabel

Buku-buku referensi/

perpustakaan

A lat-alat studio dan

komunikasi

J enisSarpras

d.

c.

b.

a.

No

Sarpras lainnya (untuk selain 4 kategori diatas)
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Pembina Utama Muda

NIP. 195909131989031002

Y ARSO, MSiIr.CUK T

Temanggung, Januari 2017

INSR^kTUR

kabupatei/temanggung

15

STAT US

114,58%

14

CAPA IA N

S.D2016

-

13

2018

-

12

2017

97,12%

11

2016

72,11 %

10

2015

71,71%

9

2014

REA USA SI

85%

8

2018

80%

7

2017

75%

6

2016

70%

5

2015

70%

4

2014

T ARGET

%

3

Satuan

Prosentase Penanganan Hasil

Temuan Pemeriksaan

2

INDIK A TOR K INERJ A

1.

1

No

Tabel 2.2.

Pencapaian K inerja Pelayanan Inspektorat K abupaten Temanggung

Tahun 2013 -2018
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Jumlah

Belum

8,11

10,71

34,12

100

29

"42"

Dalam Proses

Jumlah

100

100

"Too""

95

95,83

91,89

89,29

65,88

25

56

46

3̂4^

Jumlah

~22"

~2^

16~

Selesai

T indak L anjut

85

~42~

48

30

"60~

22

"26"

Rek

15

~20"

Temuan

J umlah

2015

2016

2008

2009

2010

2011

~20TT

~2dTT

TahunNo

TA BEL

Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan T indak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK/lnspektorat Provinsi Tahun 2008-2016

2,88

22,33

27,80

0,40

17.55

2.11

0.16

%

30

280

228

41

136

19

1

3

0

J umlah

Belum

0

2,15

0,59

0,28

8.26

0.22

0.16

%

0

27

48

286

64

2

1

0

0

J umlah

Dalam Proses

97,12

75,52

66,34

68,98

74.19

97.66 ••

99.68

99.62

100

%

1.013

947

544

707

575

878

630

782

450

J umlah

Selesai

T indakL anjut

1043

1254

820

1025

775

899

632

785

450

Rek

1043

1254

820

1025

775

899

632

785

450

Temuan

J umlah

144

176

111

125

110

130

113

151

123

L HP

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Tahun

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

0

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pencapaian K inerja Inspektorat

Kabupaten Temanggung dari Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan A paratur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan

K ebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan didukung dengan kegiatan secara

rinci dijabarkan dalam target kinerja, realisasi dan proyeksi pbncapaian kinerja

yang akan dicapai.

Selanjutnya capaian sasaran optimalisasi Penyelesaian Tindak L anjut

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2008-2016 sebagai berikut :

TA BEL

Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun 2008-2016



2.3.  Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

Berdasarkan isu-isu strategis pada RPJ MD Kabupaten Temanggung memuat

strategi   dan  arah  kebijakan  pembangunan  daerah,  program-program

pembangunan daerah yang harus disertai dengan penetapan target kinerja.

Dari  isu-isu strategi  RPJ MD tersebut  didalamnya termasuk pelaksanaan

pembangunan dan sistem pengawasan pengendalian intern yaitu Pemberantasan
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*Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011, mulai tahun 2016 tidak digunakan

lagi pengelompokan K ewajiban Setor Temuan Hasil Pemeriksaan.

37,85

18,39

18.62

0

0

0

4.35

0

%

17.084.633

6.278.359

6.574.502

0

978,500

-

Rp

Sisa

62,15

78,06

81,37

0

95.65

100

%

28.055.320

26.653.208

28.716.885

0

11,079,000

6,853,800

21,498,725

1,110,000

Rp

Disetor

45.139.953

34.145.977

35.291.379

0*

11,079,000

6,853,800

22,477,225

1,110,000

Nilai

Kewajiban Setor kepada Negara f Daerah

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Tahun

8

7

6

5

4

3

2

1

No

TABE L

Rekapitulasi K ewajiban Setor K epada Negara/Daerah

Hasii Pemeriksaan Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun 2008-2016

49.43

6,11

83,56

-

28.14

2.41

1.95

0

0

%

138.745.810

3.287.500

627.272

-

12.129.446

1.332.429

737.047

-

-

Rp

;     Sisa

46,94

93,89

91,64

100

71.86

97.59

98.05

100

100

%

131.759.721

50.560.874

6.880.197

34.661.500

30.972.728

53.881.136

37.054.667

59.760.983

37.845.571

Rp

Ditarik

280.651.509

53.848.374

7.507.469

34.661.500

43.102.174

55.213.565

37.791.714

59.760.983

37.845.571

Nilai

Kerugian Negara / Daerah

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Tahun

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No

TABEL

Rekapitulasi K erugian Negara / Daerah

Hasil Pemeriksaan Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun 2008-2016



Korupsi, K olusi, dan Nepotisme (K K N) serta tuntutan perwujudan good and clean

governance yang semakin kuat.

Oleh karena itu semua aspek yang berkaitan dengan pengendalian dan

pengawasan pelaksanaan pembangunan perlu dioptimalkan peran dan fungsinya,

yaitu :r

1.  Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Inspektorat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar Urusan

Pemerintah, Pemerintah dapat :

a.Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b.Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku

wakil Pemerintah; atau

c.Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Mengacu pada penjelasan di atas, yang mana Pemerintah Pusat dapat

menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya (asas dekonsentrasi),

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil

Pemerintah (asas desentralisasi), maupun menugaskan sebagian urusan

kepada pemerintahan daerah (asas tugas pembantuan), maka diperlukan

sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sinergi dapat diwujudkan antara lain dengan penyamaan pemahaman

khususnya terkait dengan program dan kegiatan pengawasan yang tertuang

dalam Rencana Strategis K ementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2014

dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi J awa Tengah 2013 - 2018

dan Renstra Inspektorat K abupaten Temanggung.

Dari aspek pemerintahan umum, sejalan dengan implementasi kebijakan

otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah
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Daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintahan umum, khususnya terkait dengan penyelenggaraan

dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi dan

perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Pencapaian program

dan kegiatan dari aspek ini, telah menunjukkan hasil yang .cukup positif,

Terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, dalam

rangka pembinaan keserasian hubungan dan kerjasama antara Pemerintah

dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/K ota maupun

antar Pemerintah Daerah, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan

penguatan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan. Upaya ini

telah menghasilkan beberapa capaian, antara lain telah terbangunnya

kerjasama pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi

perekonomian daerah, pengembangan kerjasama regional baik bidang

maupun bidang lainnya, serta pengembangan daerah perbatasan.

2.  Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

perangkat Daerah.

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan

kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari

berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan

kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga

pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-

permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan

kesadaran masyarakat  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang

membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan
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tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan

pemerintahan. Pengawasan oleh masyarakat dan berbagai pihak termasuk

Lembaga Swadaya Masyarakat (L SM) tersebut merupakan kontrol kepada

Pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya reformasi

birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebaa K KN menuntut

aparatur pemerintah agar memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan

mengutamakan kepuasan publik di semua tingkat penyelenggaraan

pemerintahan, termasuk aparatur pengawas, sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sejalan

dengan hal-hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tugas

pembinaan dan pengawasan ke depan akan semakin berat.

Untuk itu berdasarkan analisis kondisi saat ini dan proyeksi ke depan baik

internal maupun eksternal telah diidentifikasi dari berbagai aspek maka akan

berdampak/ berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam pencapaian visi Inspektorat K abupaten Temanggung untuk 5 tahun

kedepan, yaitu :

a.Perubahan sistem pemerintah daerah;

b.Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan;

c.Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan K euangan Pemerintah

K abupaten Temanggung;

d.Masih lemahnya SPIP di OPD dan Pemerintah Kabupaten;

e.Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good

governance;

f.Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
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Secara lebih rinci grand issues tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a.Perubahan sistem pemerintah daerah

Dengan telah dilantiknya Bupati Temanggung periode Tahun 2013-2018

terdapat Pergantian kepemimpinan daerah, yang secara tidak langsung

membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang

didalam RPJ MD Provinsi J awa Tengah Tahun 2013-2018 yang hams

disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat sehingga terjadi

keselarasan antara visi misi Pemerintah Kabupaten dengan Inspektorat

K abupaten Temanggung,

b.Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi terhadap tuntutan

prinsip transparansi yakni menjadi lebih transparan, bertanggung

jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-

baiknya atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh

OPD. Hal ini tentunya juga membawa implikasi terhadap Inspektorat yang

sampai dengan sekarang tuntutan dari publik atas hasil-hasil

pengawasan inspektorat;

c.Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah

K abupaten Temanggung.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah

daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah

Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK . Mengingat sampai dengan

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan  opini
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WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan

jajaran Pemerintah K abupaten Temanggung agar Pemerintah K abupaten

Temanggung lima tahun kedepan mempertahankan opini WTP

tersebut. Untuk itu periu perhatian serius dari Pemerintah K abupaten

Temanggung agar peran Inspektorat K abupaten saat'ini dan kedepan

dalam melaksanakan reviu laporan keuangan yang dibuat oleh OPD

perlu didukung dengan optimal. K omitmen ini sejalan dengan amanat

yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan K inerja Instansi Pemerintah;

d. Masih lemahnya SPIP di OPD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh

A PIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum

diselenggarakan secara efektif. K ondisi ini tentunya amanat bagi

Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan

tupoksi OPD sebagaimana "diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian-Intern Pemerintah,

yaitu :

1)Pasal 47 ayat (1) : Menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

2)Pasal 47 ayat (2): Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas

Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan:

•pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;

dan

•pembinaan penyelenggaraan SPIP.
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e.Tuntutan  penerapan  prinsip-prinsip tata  pemerintahan  yang good

governance.

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan

dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu Sebab lemahnya

birokrasi dan menjadi pemicu munculnya bebagai penyimpangan-

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada

birokrasi;

f.Pergeseran paradigma pengawasan A PIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku A PIP dari

paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan

orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan

kepada OPD sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat

selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pengawas/

watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder

yang ditandai dengan adanya perubahan peran paradigma APIP sebagai

conceling partner dan quality assurance untuk mengawal berjaiannya

pemerintahan yang transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta

meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

3.  Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional.

kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun yang dapat

berpengaruh terhadap pencapain visi misi organisasi yaitu terdiri atas kondisi

lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :
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Kurangnya sarana dan prasarana

1.  Terbatasnya kualitas dan kuantitas

tenaga Pengawas, baikfungsional

(PFA) maupun non fungsional

2.  Masih adanya perilaku tenaga

pemeriksa yang belum

mencerminkan kode etik dan norma

audit yang berlaku.

SOTK  yang belum mengarah pada

spesifikasi bidang urusan pemerintahan;

1  K inerja pemenksaan yang masih

rendah ditandai dengan produktivitas

hasil pengawasan dan keterlambatan

penerbitan L HP;

2. Belum adanya sistem pengendalian

terhadap mutu dan kualitas hasil

pengawasan.

3. Sistem pelaporan dan tindak lanjut

belum terintegrasi secara

menyeluruh.

4. Proses  bisnis  pengawasan  yang

belum dllaksanakan secara akuniabel

dan profesional baik secara prosedur,

etika dan standarisasi pengawasan.

~'J .̂ f̂% V #̂̂ -3 fl|?Sl̂ *1t̂ ŝJ S' itfeU

. k ,̂.  ( Weaknesses) l -•    1

1.  Dukungan Inspektur

Kab. Temanggung

dalam penguatan peran

Inspektorat;

2.  Keberadaan Teknologi

Informasi (Tl)  dalam

rangka kegiatan

pengawasan

K ualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) aparatur

pengawas yang dimiliki dilihat

dari tingkat pendidikan formal

telah mencukupi

Adanya ketjasama yang baik

antara Inspektorat Propinsi,

BPKP terutama untuk

kegiatan diklat pengawasan

dan sinergi pengawasan.

Sistem perencanaan

pengawasan yang sudah

terpadu antar APIP melalui

Rakor Penyusunan PK PT ;

a, -tj?-^  ̂<'t$^2 î$¥ ^̂ iliizii

Ŝ îftV Kelcuatan f̂*

r tfn (Strengths)   t̂

L ingkungan

Strategis

Sumber Daya

Manusia

Kelembagaan

4

3

2

1  Sistem/kebijakan

Analisis Kondisi L ingkungan Strategis

1. L ingkungan Internal

L ingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam

organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri

yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung, L ingkiingan internal

dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weaknesses) sebagaimana tabel dibawah ink
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3.   Pola Pembinaan

P2UPD dari

Kementerian Dalam

Negeri belum jelas.

4.   Belum adanya regulasi

yang mengatur secara

khusus spesifikasi dan

jenis pengawasan

Inspektorat.

2.   Upaya

mempertahankan opini

BPK   "Wajar   Tanpa

Pengecualian",

Inspektorat       perlu

berperan lebih optimal

dalam melaksanakan

tugas   Reviu   atas

L aporan K euangan.

1   K einginan        dan

stakeholders    bahwa

Inspektorat     selaku

A PIP dapat  menjadi

mitra          untuk

memberikan    solusi

bagi permasalahan di

Unit Kerjanya;

:^fr̂,Tantingan'f'a

(Threats)       

1.  Tuntutan penguatan peran Inspektorat

sebagai quality assurance dalam

berbagai peran dan fungsi OPD di

Kabupaten Temanggung.

2.  Tuntutan peran Inspektorat dalam

berbagai fungsi sebagai institusi

pelaksana pengawasan, termasuk

mengemban amanat sebagai mitra audit

oleh Institusi pusat dan provinsi.

4.  Terbitnya Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari K K N.

3.  T ahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.  T erbitnya Undang-Undang Nomor 32

T ahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Terbitnya Peraturan

Perundang-Undangan tentang Penguatan

peran Inspektorat dalam Pengawasan,

yaitu Peraturan Pemerintah Ncfmor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan

dan kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Pemerintah Nomor 60

1   K omitmen unsur pimpinan daerah (Bupati

Sekda dan OPD) dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik dan mendukung

penyusunan L aporan Keuangan

Pemerintah Daerah sesuai Standar

A kuntansi Pemerintah (SA P);

& • >  ̂% 'r.#r ŝ*<s*-2 ¥ Tffo*Sf 1?- *=^i

?f^̂ ^-J t̂ H l̂sPeluang'ifSf -SH >**

(Opporfumf/es)

2   K elembagaan

I    Sistem/kebijakan

H. v̂~* 1* *^*v -

?*      Apek^

2. L ingkungan Eksternal

L ingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar

organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu

sendiri yaitu Inspektorat K abupaten Temanggung. L ingkungan eksternal

dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (opportunities] dan tantangan

(threats) sebagaimana tabel dibawah ini:
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4.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah perangkat daerah yang sekaligus merupakan bagian dari

sistem pemerintahan daerah, berkewajiban menjamin terselenggaranya

sistem pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kondisi yang

diinginkan adalah mendorong perwujudan pencapaian tujuan

penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yaitu:

a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik;

ranah hukum.

yang berkembang ke

bertambahnya kasus

5.   K ecenderungan semakin

Penegak Hukum;

ditangani oleh Aparat

K abupaten yang

dihadapi oleh OPD

permasalahan yang

4.  Semakin bertambahnya

penjamin mutu;

K abupaten sebagai

peran Inspektorat

3.  Tuntutan OPD terhadap

K abupaten

pengawasan Inspektorat

transparansi hasil

2. T untutan publik atas

Daerah;

keuangan Negara/

penyimpangan

penyimpangan-

menemukan

dianggap tidak mampu

K abupaten, karena

eksistensl Inspektorat

masyarakat terhadap

'maupun elemen

1.  .K epercayaan dari L SM

Daerah)

(Badan       Kepegawaian

Pemerintah       K abupaten

tergantung   dan   kebpkan

tambahan tenaga pemeriksa

J umlah    dan    kebijakan

"B^ t̂̂ ^ ŝ^st'JsaBStwSHprBSftS

•

Temanggung.

kepada    Inspektorat       Kabupaten

berbagai  tindak  penyimpangan  PNS

2.  Adanya  aduan  masyarakat   tentang

Temanggung;

pengawasan   di   OPD  K abupaten

Provinsi, BPK  dan BPKP atas hasil

1.  K eberadaan mitra seperti Inspektorat

Inspektorat

atau   personil   PNS yang  bekerja  di

Ada peluang menambah tenaga pemenksa

mmmmmmmmmmmm

_

Stralegis

4   L ingkungan

Manusia

3   Sumber Daya

SB ŜS ŴgMijmsmemjmim^ î
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b.Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;

c.Pemeliharaan hubungan yang serasi (bersinergi) bersinergi antara Pusat

dan Daerah serta antar Daerah dalam menjaga keutuhan Negara

K esatuan Republik Indonesia.

Guna terselenggaranya sistem dan terwujudnya tujuan pienyelenggaraan

pemerintahan daerah tersebut dibutuhkan sistem manajemen pemerintahan

daerah termasuk di dalamnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien

serta berhasil guna. Dengan demikian, kedepan sistem pengawasan

mempunyai peran yang strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan

sistem pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik. Strategis karena pengawasan merupakan cermin

terwujudnya prinsip-prinsip karakteristik good governance dan clean

govern̂ ent

Di samping itu, untuk memenuhi tuntutan jaman yang tecus berubah secara

dinamis maka fenomena yang muncul dan pada akhirnya akan melahirkan

paradigma bam dalam pengawasan yaitu dari paradigma pengawasan masa

lalu yang sering diberi  istilah 'watchdog" karena dilakukan dengan

pendekatan birokrasi, orientasi menghukum, instruktif,  kurang memberi

solusi, kurang memberi kesempatan auditan untuk menjelaskan sesuatu,

bergeser ke  arah  paradigma katalis  dan  "counseling partner̂   yang

dilaksanakan dengan pola koordinatif, partisipatif, konsultatif, memberi solusi

atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan.

Kondisi yang akan datang, paradigmanya adalah "counseling partner dan

quality assurance" yang  dilaksanakan  dengan pola  pembinaan dan

pengawasan untuk menghantar unit kerja (OPD) dalam rangka peningkatan

produktivitas dan kualitas kinerja sesuai rencana dan ketentuan.

r
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Dari uraian-uraian di atas, proyeksi ke depan penyelenggaraan sistem

pengawasan setidaknya hams ada dua unsur utama dalam sistem

pengawasan. yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang bertujuan untuk

mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah serta mewujudkan sistem pemerintahan yang baik

(good governance), termasuk di dalamnya keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan sehingga akan mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin

akan terjadi. Dengan demikian upaya pencegahan terjadinya pemborosan-

pemborosan, kebocoran dan penyimpangan atau penyalahgunaan

wewenang, tenaga, uang dan barang milik daerah, untuk itu perlu terbinanya

aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Secara umum terdapat 4 (empat) faktor kunci keberhasilan Inspektorat dalam

menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, yaitu:

a.  Mandat Penguatan Peran Inspektorat*

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan

perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak

terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan

perundang-undangan. Salah satu penguatan peran Inspektorat tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan

bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat

Kabupaten yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

urusan   Pemerintahan   K abupaten,   Pemerintahan   K ecamatan,

Pemerintahan Desa/K elurahan. Sebagai OPD yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi di bidang pengawasan pengawasan perlu ditindaklanjuti
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Inspektorat sebagai sekretariat T im

Evaluasi          Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Ps. 13)

A PIP pada K ementerian

Negara/lembaga/ pemerintah daerah

melakukan reviu atas laporan

keuangan dan kinerja dalam rangka

meyakinkan keandalan infor'masi

yang disajikan sebelum disampaikan

oleh menteri/pimpinan

lembaga/gubemur/bupati/walikota

kpd pihak-pihak berwenang. (pasal

33 ayat 3).

Pengawasan terhadap:

a  pelaksanaan urusan

pemerintahan didaerah

K abupaten/K ota;

b  pelaksanaan  pembinaan  atas

penyelenggaraan

pemerintahantahan desa; dan

c  pelaksanaan urusan

pemerintahan desa (Ps.26)

3

Kewenaiigan

Peraturan     Pemerintah

Nomor 6  Tahun  2008

tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Peraturan     Pemerintah

Nomor 8  Tahun  2006

Tentang       Pelaporan

K euangan  dan  K inerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman

Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

2

Dasar Hukum

3

2

1

1

No

oleh Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga mandat ini dapat

dilaksanakan sesuai amanat yang diemban. Secara umum mandat yang

diterima Inspektorat K abupaten/K ota melakukan pengawasan meliputi:
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b. K omitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang baik

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan kepemerintahan dari

tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan

menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan

partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah.

Perubahan penyelenggaraan kepemerintahan tersebut diharapkan dapat

Monitoring dan evaluasi atas aksi

pencegahan/pemberantasan

korupsi yang dilakukan setiap

OPD

a. Mendorong percepatan

pemerintahan yang bersih dan

bebas K K N (pasal 2)

b. Fasilitasi L HK PN ke

K abupaten/K ota

a. Pengawasan intern meliputi:

audit,      reviu,    evaluasi,

pemantauan,   dan kegiatan

pengawasan lain; (Ps. 48 ayat

2)

b. Fasilitasi    ^enyelenggaraan

SPIP    di     lingkungan

Pemerintah  Provinsi  J awa

Tengah;

c. Inspektorat              Provinsi

melakukan     reviu    atas

laporan keuangan pemerintah

daerah   provinsi   sebelum

disampaikan       Gubernur

kepada BPK  (Ps. 57 ayat 2).

3

Peraturan Presiden Nomor 55

Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan . K orupsi

J angka Panjang Tahun 2012-

2025 dan J angka Menengah

Tahun 2012-2014

Peraturan Pemerintah Nomor

81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi

Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang SPIP

2

6

5

4

1

^t

a

*



memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik

maupun kinerja pemerintah. K omitmen pemerintah tersebut diikuti

dengan terbitnya paket Undang-undang K euangan Negara (Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,

dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) sup'aya pengelolaan

keuangan negara/daerah akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan K euangan dan K inerja Instansi Pemerintah,

serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian

dari Good Governance periu diiakukan oleh Pemerintah Daerah, melaiui

(1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih

opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan

regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan"

peran Inspektorat.

c. Penguatan K ompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam

membentuk para pengawas yang memiliki integritas dan profesionalisme

dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada

sisi kualitas namun juga sisi kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa

dengan rekruitmen tenaga PFA, sedang untuk meningkatkan kualitas

aparat  pengawas  diiakukan  dengan  peningkatan  penyelengaraan

bimbingan teknis dan diklat atau mengirimkan para pengawas untuk

mengikuti    kegiatan   seminar/lokakarya   yang   bertujuan   untuk

meningkatkan  profesionalisme  tenaga  pemeriksa  dan  aparatur

pengawasan. Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya

terpusat pada kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun
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yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas moral aparat

pengawas sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu

mendasarkan pada etika dan standar pemeriksaan

d. K oordinasi dan slnergisitas pengawasan antar A PIP

K ebijakan pengawasan yang setiap tahun diterbitkam oleh K ementerian

Dalam Negeri menjadl landasan bagl Inspektorat dalam melaksanakan

tugas dan kewenangan dibidang pengawasan. K oordinasi dalam

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut

antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat

J enderal K ementerian, Inspektorat Provinsi, dan K abupaten/K ota) selama

ini yang sudah terprogram dan periodik menjadi kunci dalam pencapaian

visi misi Inspektorat. Dalam hal ini, Inspektorat K abupaten Temanggung

setiap tahunnya telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di K abupaten

Temanggung yang merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi dan

kegiatan pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergisitas pelaksanaan

pengawasan antar APIP, baik dengan Inspektorat Provinsi maupun

Inpektorat K abupaten/K ota. Sinergi pengawasan yang selama ini sudah

dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat J enderal K ementerian

Pekerjaan Umum (Audit Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi),

Inspektorat J enderal K ementerian Pendidikan dan K ebudayaan (Audit

Program K ependidikan), Inspektorat J enderal K ementerian Dalam Negeri

(Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan

Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan).

5.  Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti.
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Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah

daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan

pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek

K K N, yaitu:i

a.Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparat pengawasan;

b.Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;

c.Peningkatan pengawasan yang efektif;

d.Peningkatan koordinasi pengawasan antar A PIP;

e.Membudayakan SPIP di OPD;

1{ f. Mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan K orupsi (PPK ).

v-

2.4.  Review terhadap rancangan awal RK PD 2018

1.Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan

membandingkan rancangan awal RK PD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan,

lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan

awal RK PD.

2.A lasan mengenai proses tersebut dilakukan

Setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang

disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada

RK PD. Sedangkan RK PD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), K ebijakan Umum Anggaran

(K UA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPA S).

3.Penjelasan tentang proses dan catatan penting.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) K abupaten Temanggung

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya

dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.
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•4.   Rancangan awal RK PD Tabel

A dapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana

tabel 2.3. berikut :
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1'2

Catalan

Penting

50.000.000

65.000.000

25.000.000

655.000.000

11

Kebutuhan Dana

(Rp)

8

11

6.000

135

85%

10

Target

Capaian

Tetbentuk nya

Satgas SPIP dan

RTP (Renca na

T indak Pe

ngendalian)

Teriaksananya

pengelolaan J FA

Terwujudnya

aparatur yang

bersih dan

beiwibawa

T eriaksana nya

program kerja

peng awasan dan

hasil laporan

pemeriksaan

Prosentase

Penanganan Hasil

T emuan

Pemeriksaan

9

IndikatorK inega

Kab.Temanggung

Kab.Temanggung

Kab.Temanggung

Kab.Temanggung

8

L okasi

Pengendalian Manaje

men pelak sanaan

Kebijakan K DH

Pengelolaan J abatan

Fungsional Auditor

PengelolaanLP2Pdan

L HKPN

Pelaksana an

pengawasan internal

secara berkala

7

Program / Kegiatan

HA SIL  ANA L ISIS K E BUTUHA N

50.000.000

65.000.000

25.000.000

450.000.000

6

Pagu Indikatif

(Rp)

8

11  '

6.000

135

85%

5

Target

Capaian

Terbentuknya

Satgas SPIP dan

R T P (Renca na

T indak Pengen

dallan)

T ertaksananya

pengelolaan J FA

Teiwujudnya

aparatur yang

bersih dan

berwibawa

Teriaksana nya

program kerja

pengawasan dan

hasil laporan

pemeriksaan

Prosentase

Penanganan Hasil

Temuan

Pemeriksaan

4

IndikatorK inerja

Kab.Temanggung

K ab.Temanggung

Kab.Temanggung

Kab.Temanggung

3

Lokasi

Pengendalian Manajemen

pelaksanaan Kebijakan K DH

Pengelolaan J abatan

Fungsional Auditor

Pengelolaan LP2P dan

LHK PN

Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan A paratur

Pengawasan

2

Program / Kegiatan

RA NCA NGA N AWA L R K PD 2018

d

c

b.

3

1

1

No

Nama OPD : Inspektorat K abupaten Temanggung

Tabel 2.3.

REV IEW TERHA DAP RANCANGAN A WAL RK PD TA HUN 2018

K A BUPAtEN TEMANGGUNG
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12

130.000.000

18.000.000

70.000.000

25.000.000

150.000.000

12.000.000

40.000.000

11

10

48

8

16

4

12

625

10

Teriaksanan nya

pemerik saan

sesuai program

kerja pengawasan

Terselengga

rakannya ke

giatan Penila an

Mandiri

Pelaksanaan

Refor masi B irokra

krasi

T eriaksana nya

Review Laporan

K eu angan OPD

sesuai SA P

Teriaksana nya

kegiatan E valuasi

LA K IP OPD

Terlaksananya

peningkatan SDM

melalui

B intek.sosialisasi

dan pelatihan

T erselengga

ranya data hasil

peng awasan

yang akuntabel

Terselengga

rakannya kegiatan

Gelar Peng

awasan Daerah

dan Penyelesai an

T indak Lanjut

9

Kab.Temanggung

K ab.Temanggung

Kab.T emanggung

Kab.Temanggung

K ab.Temanggung

Kab.Temanggung

Kab.Temanggung

8

Penyusun an Program

Kerja Peng awasan

T ahunan (PKPT}

Penilaian Mandiri

Pelaksana an Refor

masi B iro krasi

Pendampingan Review

L aporan Keuangan

Penyusun an Laporan

Capaian K i nerja dan

Ikhtisar rea tisasi K iner

jaOPD

Peningkatan Sumber

Daya Aparatur

Pengawas

Pengolatian data

Simwasda

LA RWA S DA  & K oor

dinasi Pe nyelesaian

T indak Lanjut

7

130.000.000

18.000.000

70.000.000.

18.000.000

62.000.000

12.000.000

40.000.000

6

10

46

6

16

4

12

625

5

Tedaksanannya

pemeriksaan

sesuai program

kerja pengawasan

Terselenggaranya

kegiatan Penilaan

Mandiri Pelaksa

naan Refor masi

B irokrasi

Terlaksananya

Review Laporan

Keuangan OPD

sesuai SA P

Terlaksananya

kegiatan Evaluasi

LA K 1P OPD

T erlaksananya

peningkatan SDM

melalui

Bintek.sosialisasi

dan pelatihan

Terselenggaranya

data hasil peng

awasan yang

akuntabel

Terselenggaranya

kegiatan Gelar

Pengawasan

Daerati dan

Penyelesaian

T indak L anjut

4

Kab.T emanggung

Kab.Temanggung

Kab.T emanggung

Kab.Temanggung

K abTemanggung

K ab.Temanggung

Kab.Temanggung

3

Penyusunan Program K erja

Pengawasan Tahunan

(PK PT)

Penilaian Mandiri Pelaksana

an Reformasi Birokrasi

Review Dokumen

Perencanaan.Penganggaran

dan Pelaporan

Penyusunan L aporan

Capaian K inerja dan Ikhtisar

reaiisasi K iner ja OPD

Program Penataan dan

Penyempurnaan K ebijakan

Sis tern dan prosedur

Pengawasan

Peningkatan Sumber Daya

A paratur Pengawas

Pengolahan data Simwasda

LARWAS DA & Koordinasi

Penyelesaian T indak L anjut

2

d

c.

b

a.

2.

9-

f.

e.

1



48

12

40.000.000

3500.000

1.000.000

1.000.000

16.000.000

18.000.000

1.500.000

55.000.000

800.000.000

11

12

12

12

12

12

12

12

12

100%

10

Terpenuhi nya

makan & minum

pegawai, rapat

dan tamu

Tersedianya

bahan    bacaan

dan  petundang-

undanqan

Tersedianya

peralatan  rumah
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2.5.  Penelaahan Usulan Program dan K egiatan Masyarakat.

Program kegiatan yang diusulkan Inspektorat tidak berkaitan secara langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat., namun demikian terdapat sinergitas

kegiatan yang dilaksanakan dengan Inspektorat Provinsi J awa Tengah.



BAB III

TUJ UA N, SA SARAN, PROGRA M DAN K EGIATAN

INSPEK TORA T TAHUN 2018

3,1.  Telaahan terhadap K ebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang berkaitan dengan

Inspektorat sebagai APIP:

a.Program pemberantasan korupsi melalui kegiatan Sapu Bersih Pungutan L iar

(Saber Pungli) dan Aksi Pencegahan dan pemberantasan K orupsi Pemerintah

Daerah (Aksi PPK  Pemda) Tahun 2016 dan Tahun 2017.

b.Persiapan Grand Design Peningkatan K apabilitas APIP berkelas dunia yang

menargetkan K apabilitas APIP di seluruh Indonesia telah berada pada level 3

pada Tahun 2019, sesuai dengan target Rencana Pembangunan J angka

Menengah Nasional (RPJ MN) 2015-2019.

c.Target indikator kineja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan J angka Menengah Nasional (RPJ MN)-2015-2019 dibawah

pemeritahan  Presiden  J oko Widodo,  indikator  kinerja berupa "tingkat

kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)"

ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019.

Inspektorat sebagai unsur pelaksana di bidang pengawasan dengan

sendirinya mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pembangunan di

Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis,

sinergis dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi K abupaten

Temanggung seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Untuk mencapai strategi tersebut Inspektorat dituntut mampu

menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah sebagai wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan

negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan
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uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka

pencapaian V isi dan Misi Inspektorat K abupaten Temanggung

Sesuai dengan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah

(RPJ MD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018, telah ditetapkan Indikator

Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenain ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode

masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat

mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode

RPJ MD dapat dicapai.

Indikator K inerja Program Inspektorat K abupaten Temanggung adalah

Prosentasi penanganan hasil pemeriksaan , yang diukur dengan jumlah

• penanganan temuan dibagi jumlah temuan kali 100% , dan dihitung berdasarkan

temuan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan pada obyek pemeriksaan di

wilayah Kabupaten Temanggung.

3.2.  T ujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan utama Inspektorat K abupaten Temanggung yang hendak dicapai

dalam periode 2013-2018 adalah :

A .  Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah

yang professional dan kompeten.

Sasaran yang akan dicapai:

a.Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas melalui Diklat dan

Bintek;

b.Meningkatnya jumlah SDM Aparatur pengawas sesuai kualifikasi teknis

yang dibutuhkan.
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c.   Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan

B. Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas.

Sasaran yang akan dicapai:

a.Meningkatnya  tertib  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan

daerah melalui pengawasan rutin dan berkala.      r

b.Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan

akuntabel, serta ketercapaian opini WTP.

c.Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang

lebih efektif.

d.Terselenggaranya pengawasan tematik

e.Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

C.Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK  dan A PIP

lainnya.

Sasaran yang akan dicapai:

"    a.  Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK  dan APIP'

lainnya.- "

b.  Meningkatnya sinergi antar APIP.

D.Meningkatnya kualitas  penyelenggaraan  SPIP, SAK IP dan  Sistem

Pencegahan Korupsi.

Sasaran yang akan dicapai :

a.Mendorong penyelenggaraan SPIP di OPD

b.Mendorong penyelenggaraan SAK IP yang lebih efektif

c.Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

d.Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan

jasa pemerintah.

e.T erselenggaranya zona integritas

T



3.3. Program dan Kegiatan

a.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan.

Program  pengawasan  yang  dilaksanakan  Inspektorat    K abupaten

Temanggung dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah :

1.Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

2.Program peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan;

3.Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur

Pengawasan;

4.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

5.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

6.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

7.Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

b.Rekapitulasi Program dan K egiatan

Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi Program

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan A paratur Pengawasan,

Program Penataan,Penyempurnaan K ebijakan Sistem dan prosedur

Pengawasan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana A paratur, Program Peningkatan Disiplin A paratur.

•  J umlah kegiatan, sebagai berikut :

1.Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD;

2.K egiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

3.K egiatan Pengelolaan L P2P dan L HK PN;

4.K egiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan K ebijakan K DH;

5.K egiatan Gelar Pengawasan dan K oordinasi Penyelesaian Tindak

Lanjut;

6.K egiatan Pengolahan Data Simwasda;
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7.Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas;

8.Pengelolaan J abatan Auditor;

9.Penyusunan Laporan Capaian K inerja dan Ikhtisar Realisasj K inerja

OPD;

10.Review L aporan  K euangan  Perencanaan,  Penganggaran dan

Pelaporan;

11.Penyusunan Program K erja Pengawasan Tahunan (PK PT);

12.Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

13.Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli;

14.K egiatan Penyediaan J asa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

dinas / operasionai;

15.K egiatan Penyediaan J asa K ebersihan Kantor;

16.K egiatan Penyediaan A lat Tulis K antor;

17.K egiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

18" K egiatan Penyediaan K omponen Insfalasi L istrik / Penerangan

Bangunan K antor;

19.K egiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

20.K egiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan;

21.K egiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

22.K egiatan Rapat - rapat K oordinasi dan K onsultasi ke Luar Daerah;

23.K egiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;

24.K egiatan J asa Pelayanan Perkantoran;

25.K egiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor;

26.K egiatan Pengadan Peralatan Gedung K antor;

27.K egiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor;

28.K egiatan Pengadaan Pakaian K husus Hari-hari Tertentu.
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K

2.004.401.155

1.822.273.777

1.656.703.434

1.506.184.940

1.384.996.555

A lokasi Anggaran Inspektorat

(Rp)

2018

2017

2016

2015

2014

Tahun Anggaran

5

4

3

CSI

1

No

Sedangkan estimasi anggaran Inspektorat untuk 5 tahun ke depan

diproyeksikan sebagai berikut:

1.545.223.000

1.328.569.000

1.159.491.100

1.229.196.500

1.154.219.800

A lokasi Anggaran Inspektorat

(Rp)

2017

2016

2015

2014

2013

Tahun Anggaran

5 .

4

3

CSI

1

No

•   Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2013 - 2018

berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam

RPJ MD kabupaten Temanggung Tahun A nggaran 2013 - 2018 dengan

tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. <

Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagai berikut :
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c.Penjelasan rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD,

baikjenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

d.Tabel rencana program dan kegiatan OPD tahun 2018, sebagai berikut :
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58.894.000

1.000.000

1.000.000

16.000.000

18.000.000

1.500.000

55.000.000

DA U

DAU

DA U

DA U

DA U

DA U

1.000.000

1.0OO.OOO

16.000.000

18.000.000

1.500.000

55.000.000

bulan

bulan

12

bulan

bulan

bulan

12

12

12

12

12

12

Temanggung

T emanggung

Temanggung

T emanggung

T emanggung

Temanggung

Terselenggaranya

Penyediaan Perâ tan

rumah tangga

Teiselenggaranya

Penyediaan

komponen instalasi

E istrik/penerangan

bangunan kantor

Terselenggarakannya

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Terselenggaranya

Penyediaan

kebutuhab alat tulis

kantor

T eselenggaranya jasa

pemeiiharaan

kebersiban kantor

Terselenggaranya

jasa pemeliharaan

dan perijinan

kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan Peralatan

njmah tangga

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Penyediaan A lat T ulis

Kantor

Penyediaan J asa

kebersihan kantor

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perij inan

kendaraan

dinas/operasional

Proqram pelayanan administrasi perkantoran

18.000.00093,84%18.914.42620.155.00017.628.000DA U18.000.000Dokumen48TemanggungTerselenggarakannya

kegiatan Peni^^an

Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri

Peiaksanaan Reformasi

Birokrasi

6.

5.

4.

3.

2.

1.

C.

4.
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95,53%7.642.4178.000.0000DAU8.75O.0O0potong31Kab.TemanggungT ersedianya pakatan

khusus hari-hari

tertenlu

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Program Peningkatan dtsiplin aparatur
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15.000.000
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0
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80245.100

13.048.500

2.140.000

69.704.290

20.299.100

2.902.600

0

0

82.500.000

13.200.000

2.600.000

69.860.000

25.000.000

3.000.000

1.338.000

10.320.000

60.000.000

13.200.000

1.500.000

60.000.000

40.000.000

3.000.000

DA U

DA U

DAU

DA U

DA U

DAU

DAU

DAU

2.000.000

11.000.000

60.000.000

15.000.000

1.500.000

60.000.000

40.000.000

3.000.000

paket

paket

paket

bulan

bû ^n

buian

bulan

bulan

3

3

5

T emanggung

Temanggung

Temanggung

12

12

12

12

12

Temanggung

Tetttanggung

Temanggung

Temanggung

T emanggung

T ersedianya

kebutuhan

pemeliharaan gedung

kantor

Teriaksananya

pengadaan peraiatan

gedung kantor

Tedaksananya

pengadaan

periengkapan gedung

kantor

Pemeliharaan rutiniberkata

peraiatan gedung kantor

Pengadaan Peraiatan

Gedung K antor

Pengadaan pedengkapan

gedung kanlor

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatu

T erselenggaranya

penyelesaian tugas

diluarjamketja

T ersetenggaranya

koordinasi dan

penyelesaian tugas

T erselenggaranya

koordinasi dan

konsuttasi

Terselenggaranya

penyediaan

kebutuhan makanan

dan minuman

Terselenggaranya

Penyediaan Bahan

bacaan dan

penjndang-undangan

Jasa Pelayanan

Perkanloran

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke Dalam Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan makanan dan

minuman

Penyedaan Bahan bacaan

dan penjndang-undangan

1.

6.

3.

2.

1.

D.

11.

10.

9.

8.

1.
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1.214.366.570
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1221.519.000
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250.000.000DAU

2.108.450.000

500.000.000bulan12

J umlah Indikasi Pendanaan Belanja L angsung

TemanggungTersetenggaranya

pelayanan publik

bebas pungutan kar

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik Bebas

dari Pungli

Program Penvelenggaraan Pemerintahan Umum

1.
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BAB IV

PENUTUP

Rencana K erja ( RENJA) Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun

sebagai dokumen perencanaan kegiatan bidang pengaWasan tahunan

berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi untuk menjadi dasar

serta pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan kerja sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Anggaran A wal Inspektorat K abupaten Temanggung Rp.

1.738.750.000,- menjadi Rp. 5.184.536.373,- bertambah Rp. 3.445.306.373,-

terdiri dari Belanja T idak L angsung yaitu Gaji dan Tunjangan PNS dan

Tambahan Penghasilan Pegawai dimasukkan dalam Daftar Rencana Anggaran

sebesar Rp. 2.846.286.373,-. Belanja L angsung bertambah sebesar Rp.

599,500.000 untuk kegiatan pengiriman Diklat Sertifikasi untuk Auditor, K egiatan

Probity Audit dan tambahan anggaran untuk K egiatan Saber Pungli.

" Dokumen Rencana K erja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang

mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai V isi dan Misi organisasi,

dengan menjabarkannya kedalam sasaran, program dan kegiatan. Oleh karena

itu keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana K erja ini akan sangat

tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam

penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumberdaya

pendukung dalam pencapaian V isi dan Misi yang telah ditetapkan, sehingga

dapat mendukung terwujudnya Pemerintahan K abupaten Temanggung yang

good governance, efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya Inspektorat dalam

penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan memberikan pemahaman kepada

masing-masing OPD untuk menyelesaikan dan menindak lanjuti hasil-hasil

pengawasan.
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Ir. CUK  SUGIY A RSO. MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19590913 198903 1 002

Demikian Rencana K erja Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun

2018 ini kami susun, semoga bermanfaat.

Temanggung,  J uni 2017

INSPEPUR

KABUPATEN/IB^ANGGUNG
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450.000.000

709.000.000

5.000.000

5.000.000

841.000.000

1.937.722357

2.778.722.557
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Prakfraan Maju

Rencana 2019
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87,81

91,47

99,03
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96,72

89,42

90,25

90,62

90,62

100,00

100,00

90,52

97,69

96,25
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208.803.104

56.662.937
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11.387.68
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62.558.760

31.406.500
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711384.467
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507.670.000
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2.008.422.600
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A iokasi

KlnerjaAnggaranTahun 2016

232336.000
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1.261.865.000
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1.545.223.000

841.000.000

1.972.728.109
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A lokasi Anggaran

Tahun 2017
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DA U

DAU

DA U

DA U

DA U

DA U
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DA U

DA U
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Sumber

Dana

243.000.000

65.0O0.OO0

150.000.000

12.000.000
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25.000.000

6S5.000.0O0

997-000.000
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2338.250.000
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2.846.286373
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2.846.286.373
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Pagu Indlkatlf
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bulan

Temuan
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dokumen
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Dokumen

bulan

bulan
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Satuan
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4
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8

6.000
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5
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6

Target

K inerja

5

Rindan

ndlkator

K inerja

kan, sistem, dan prosedur pengawasan

T emanggung

Temanggung

T emanggung

T emanggung

Temanggung

T emanggung

T emanggung

T emanggung

emanggung

emanggung

4

Lokasi

RencanaKerjaTahun 2018

Terlaksananya pengelolaan J FA

Terlaksananya peningkatan SOM

melaiui B intek, Sosialisasi, dan

Delatihan

T ersedianya data Pengawasan yang

akurat dan akuntabel

T erselenggaranya K egiatan Gelar

Pengawasan Daerah/ Penyelesaian

Tmdak Laniut

T erselenggaranya K egiatan Bintek

dan Pembentukan Satgas SPIP

T erselenggaranya kegiatan

penvusunan L P2P dan L HK PN

T erselenggaranya kegiatan program

kerja Pengawasan Tahunan

pelaporan OPD (Renja, RK A , DPA,

RK PA, DPPA , LAK IP, dan LPPD )

T erpenuhinya T PP PNS

Tersedianya Gaji untuk karyawan

3

ndikatorK lnerJ a Program/Kegiatan

Program penataan dan penyempurnaan kebij

Pengelolaan jabatan fungsional auditor

Peningkatan sumber daya aparatur pengawas

Fengolahan Data 5IMWA SDA

Peiaksanaan LA RWA SDA/ Penyelesaian Ttndak

Pengendalian Manajemen Peiaksanaan

Kebijakan KDH

Pengelolaan L P2P dan L HK PN

Petsksanaan pengawasan internal secara

berkala

Program peningkatan profesionatisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

PE NGA WASAN

FUNGS1 LAINNY A

Petaporan OPD

'rogram Perencanaan Pembangunan Daerah

UNGSI PENUNJANG

BE LANJA LANGSUNG

ambahan Penghasilan Pegawai

ajidan tunjangan

BELA NJA  PE GAWA I

EL A NJA  T IDA K  LA NGSUNG

ELANJA  LANGSUNG

ELA NJA  T 1DAK  LA NGSUNG

E L A NJA  DA E RA H

2

frusan/ BidangUrusanPemerintahan Dae rah,

dan Program/K egiatan

B.
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f

d

b

A .
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•
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1

2

1

A ,
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A ,

1

No
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Rencana2019
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81,2

96,7

97,4
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93,98

95,67

96,10

0,94

99,75

79,30
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13

X

13.048.5a

2.14O.OO0

69.704.290

20.299.100

2.902.600

1.462.100

1.000.000

16.549.075

19.838.400

1.995.900

S5.351.517

204.291.482

292.178.999

18.914.426

119.704.108

54.657.535

15.527.035

12

ReansasI

13.200.0W

2.600.00C

69.860.000

25.000.000

3.000.000

1.500.000

1.000.000

16.640.000

19.840.000

2.000.000

58.894.000
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304.034.000

20.155.000

120.000.000
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18.090.000

11
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16.000.000
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1300.000
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17.848.000

10

Alokasl Anggaran

Tahun 2017
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Dana
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8

Pagu Indlkatif

bulan

bulan

bulan

bulan

bulan

bulan

bulan
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bulan

bulan
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Dokumen

Dokumen
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Satuan
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12

12

12
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T arget

K inerja

-

'*

s

R indan

ndikator

Kinerja

T emanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

T emanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

emanggung

emanggung

emanggung
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Lokasl

RencanaKerjaTahun 2018

T erselenggaranya penyelesaian

tueas diluar lam keria

T erselenggaranya koordinasi dan

oenvelesaian tueas

Terselenggaranya koordinasi  dan

konsultasi

Terselenggaranya penyediaan

kebutuhan makanan dan minuman

Terselenggaranya Penyediaan Bahan

bacaan dan perundang-undangan

Terselenggaranya Penyediaan

Peralatan rumah taneea

Terselenggaranya Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

T erselenggarakannya Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya Penyediaan

kebutuhab alat tulis kantor

T eselenggaranya jasa pemeliharaan

keberslhan kantor

Terselenggaranya jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan

rfi n a s /nne rasinna 1

Terselenggaranya pelayanan publik

bebas dari pungutan liar dan Unit

A ntiGrattflkasI

erselenggarakannya keglatan

'enilaian Mandiri Pelaksanaan

erselenggarakannya Kegiatan PK PT

erhadap obyek pemeriksaan

erselenggarakannya kegiatan

•endampingan dan Review Laporan

'erselenggarakannya Keglatan

valuasi L KJ IP OPD dan soslal isasl

rohitv Audit

3

ndlkatorK lnerja Program/Kegiatan

Jasa Pelayanan Perkantoran

ft a pa t-r a pat koordinasi dan konsultasi ke

Dalam Oaerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Uiar

Daerah

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-

undangan

Penyediaan Persia tan rum ah tangga

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan A lat T ulis Kantor

Penyediaan Jasa kebersiban kantor

Penyedlaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional

Program pelayanan adminlstrasi perkantoran

ENDUK UNG OPE R ASIONA L  PERA NGKAT

OA E RAH

'enyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari

ungli

rogram Penyelenggaraan Pemerintahan

enilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

irokrasi

enyusunan Program K erja Tahunan (PK PT)

an Rakor Pengawasan

I e v iew Dokumen Perencanaan.Penganggaran

an Pelaporan

enyusunan Laporan Capaian K inerja dan

khtrsar real is as I K inerja OPD

2

Urusan/ BidangUrosanPemerintahan Daerah,

dan Program/Kegiatan
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^
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6
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T emanggung
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Temanggung

4

lokas)

RencanaK erjaTahun 2018

Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu

T ersedianya kebutuhan

Terlaksananya pengadaan peratatan

T erlaksananya pengadaan

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan dlslplln aparatur

Pemeliharaan rutln/berkala peralatan gedung

kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantof

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

J rogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3

IndHtatorWner]!  Program/Keglatan

2

Urusan/ BidangUrusanPemerintahan Oaerah,

dan Program/K eglatan

.
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